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BAB V 
ANALISIS KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN GERAKAN SOSIAL FORUM 
PERJUANGAN RAKYAT 
 
5.1 Gerakan Sosial Forum Perjuangan Rakyat (FPR) 
Perspektif teori gerakan sosial baru, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 
(Bab II), bahwa ada banyak sekali perspektif gerakan sosial, namun dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan perspektif komprehensif gerakan sosial untuk menganalisis gerakan sosial FPR. 
Perspektif komprehansif Gerakan sosial ini dicanangkan oleh MC Adam, Mc Carthy dan Zald. 
Dalam perspektif ini, ada 3 komponen yang saling berhubungan, yaitu pertama, peluang politik 
(political opportunity), kedua, struktur mobilisasi (mobilizing structure), ketiga, pembingkaian 
kultural (cultural framing). Dari masing masing teori memang memiliki perbedaan dan 
persamaan tetapi perspektif teori-teori tersebut dapat di integrasikan secara Komprehensif da lam 
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Sumber : Teori dan Praktek Gerakan Sosial, Oman Sukmana 
Dari penjelasan teoritik gerakan sosial sebelumnya, maka dapat dijelaskan melalu gambar diatas 
sebagai model kerangka berpikir dalam konteks gerakan sosial. Dengan model kerangka berpikir 
seperti digambarkan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut 
 Pertama, faktor-faktor peluang politik, struktur mobilisai, dan pembingkaian kultural 
merupakan faktor-faktor yang berkontribusi satu sama lain bagi kemunculan dan perkembangan 
gerakan-gerakan sosial. Kedua, faktor peluang politik akan sangat berpengaruh pada kemunculan 
dan perkembangan gerakan sosial jika didukung dengan faktor struktur mobilisasi dan 
pembingkaian kultural. Ketiga, faktor struktur mobilisai akan sangat berpengaruh jika ditopang 
oleh faktor faktor peluang politik dan pembingkaian kultural. Keempat, faktor pembingkaian 
kultural akan sangat berpengaruh jika didukung oleh faktor kesempatan ptolitik dan struktur 






















antara faktor-faktor peluang politik dan faktor struktur mobilisasi (model 1). Keenam, analisis 
gerakan sosial dapat dikaji menggunakan kombinasi dimensi antara faktor struktur mobilisasi 
dan pembingkaian kultural (model 2). Ketujuh, analisis gerakan sosial dapat dikaji dengan 
kombinasi dimensi antara faktor pembingkaian kultural dan peluang politik (model 3).
1
  3 model 
analisis tersebut yang selanjutnya akan digunakan untuk meng analisis gerakan sosial Forum 
Perjuangan Rakyat (FPR). 
5.1.1 Peluang Politik dan Struktur Mobilisasi (Model 1) 
Model 1 cenderung menganalisis gerakan sosial melalui hubungan kombinasi dari peluang 
politik dan struktur mobilisasi. Kombinasi 2 teori  itu menekankan bagaimana peluang-peluang 
politik dimanfaatkan dan dimobilisir dengan baik. Perspektif struktur kesempatan politik 
menjelaskan seberapa besar atau seberapa terbukanya kesempatan-kesempatan politik berperan 
dalam menyuburkan gerakan yang dilakukan oleh Forum Perjuangan Rakyat (FPR) dalam 
perspektif ini menekankan bukan hanya sumber daya saja yang dibutuhkan tetapi kesempatan 
dan ancaman-ancaman juga sangat berperan aktif dalam menentukan sebuah perubahan dan 
mencapai kemajuan yang signifikan.  
Secara definitif, struktur peluang politik adalah suatu ekspresi yang bertujuan untuk 
melakukan analisa tentang keadaan politik yang memiliki pengaruh terhadap kemunculan, 
struktur, skope dan keberhasilan sebuah gerakan. Pada perspektif ini berfokus kepada faktor-
faktor yang selanjutnya dapat memungkinkan warga negara biasa membentuk suatu gerakan 
sosial mereka sendiri yang bertentangan dengan masyarakat yang dominan. Struktur peluang 
politik lebih mudahnya dipahami dengan acuanya, dimana struktur peluang politik ini mengacu 
kepada suatu keadaan dimana beberapa orang atau kelompok berusaha untuk memperoleh akses 
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kepada kekuasaan politik dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan mereka atau kepentingan 
kelompok mereka sendiri.  
Sedangkan struktur mobilisai dimanfaatkan untuk selanjutnya dapat melihat apasaja 
sumberdaya yang dimiliki gerakan dan bagaimana gerakan memanfaatkan sumberdaya dan 
mengelola sumberdayanya. Lebih tepatnya, struktur mobilisasi sumberdaya adalah struktur-
struktur yang berperan sebagai wahana mobilisasi suatu gerakan sosial. Perspektif ini berfokus 
kepada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan sosial. 
Dalam perspektif ini, kemunculan suatu gerakan dianggap sangat mudah, asumsinya dimana 
dalam suatu masyarakat dan disana muncul adanya ketidak puasan maka dengan itu cukup 
menjadi alasan munculnya suatu gerakan. Dalam perspektif ini percaya bahwa faktor organisasi 
dan kepemimpinan menjadi faktor yang dapat mendorong atau menghambat suatu gerakan 
sosial. Dalam model yang dikembangkan oleh Mc Carthy dan Zald percaya bahwa dinamika 
organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya merupakan faktor yang lebih 
determinan dan signifikan dalam menentukan keberhasilan suatu gerakan sosial. Pada dasarnya, 
perspektif ini menggunakan kajian pengembangan organisasi untuk selanjutnya digunakan 
analisis gerakan sosial serta memandang bahwa organisasi formal merupakan carriers of social 
movements.  
Dalam sub-bab ini, penulis berusaha untuk mengkombinasikan 2 teori ini sehingga dapat 
menganalisis gerakan dari Forum Perjuangan Rakyat (FPR). Beberapa temuan lapangan yang 
menunjukkan 2 kombinasi teori ini adalah pertama, kondisi pasca reformasi yang mendukung 
dibentuknya organisasi FPR. Kedua, pemanfaatan Produk Undang-Undang yang mendukung 
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Kondisi Pasca Reformasi 
Reformasi merupakan salah satu tahapan dinegara ini yang menunjukan semangat-
semangat masyarakat sangat menggebu dalam berpertisipasi sebagai salah satu subjek yang 
membangun negara ini. Semangat itu juga yang menjadi motivasi keturunan Sendi untuk 
mendeklarasikan Forum Perjuangan Rakyat (FPR) sebagai organisasi penggerak untuk menuntut 
hak-haknya termasuk didalamnya hak atas lahan yang sebenarnya adalah milik keturunan Sendi. 
Beberapa peluang sangat mempengaruhi terbentuknya forum ini seperti yang telah dikatakan 
oleh Pak sokeh sebagai salah satu pengurus FPR, beliau mengatakan :  
”Peluang kekuatan pada waktu itu pada pasca reformasi pada jaman gusdur, dia 
pernah ngomong hutan itu milik rakyat, tidak hanya disendi saja, hampir disemua 
wilayah diindo yang ada konflik hutan ya sama sama nyerbu hutan meemang, ya 
yang saya tau dijawa ini sama perhutani. Banyak kasus di mojokerto banyak 
orang melakukan penjarahan hutan habis-habisan, la untuk sendi, momen itu 
dilakukan untuk menguasai lahan eks desa sendi itu. Yawaktu itu sih, pertama 
karena kebutuhan, ya karena keterbatasan lahan yang ada itu, yang dipikirkan 
memang masa depan anak cucunya, karena tempat tinggal yang ditempati waktu 
itu di dusun pacet selatan tanahnya ya cuman segitu saja sementara jumlah 
penduduk semakin bertambah banyak tanah yang dijual, berangkat dari kebutuhan 
itu, masyarakat kompak, gotong royong kerja bakti bareng bareng pembangunan 
infrasturuk masjid jalan semuanya pengadaan air bersih semuanya swadaya, 
emmang ada niat desa sendi itu harus dikembalikan didirikan lagi. Kira kira gitu”
2
 
Memang pada masa itu banyak perambah hutan yang memanfaatkan argumentasi Gus Dur 
selaku presiden yang mengatakan “hutan adalah milik rakyat”. Tetapi beda dengan beberapa 
komunitas termasuk Sendi yang memanfaatkan argumentasi Gus Dur tersebut dengan cara-cara 
yang terstruktur dengan baik. Termasuk mengadakan forum pada kala itu bersama para aktifis 
lingkungan yang membahas bagaimana caranya kita dapat merebut kembali hak-hak mereka atas 
lahanya yang menjadi langkah pertama dalam mendirikan Forum Perjuangan Rakyat, dan 
langkah pertama pula dalam proses mereka mereklaiming lahan. 
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Reformasi 98, yang banyak mengusung dan menuntut kebebasan berpendapat dan 
berkumpul menjanjikan banyak hal, termasuk demokrasi yang substansial, pada saat itu. Hal 
tersebut memancing gairah berpolitik masyarakat dan berpengaruh besar kepada kondisi politik 
dan hukum tentunya. Hal itu yang menjadi poin pada sub bab ini dimana akhirnya reformasi 
menjadi salah satu peluang politik yang dimiliki masyarakat pada kala itu. Demokrasi menjadi 
kata yang sering diucap pada masa reformasi digalakkan dimana dalam demokrasi menuntut 
bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan politik paling tinggi sedang didalam perspektif 
struktur peluang politik menekankan organisasi gerakan sosial harus memperoleh dan 
menggunakan atau bahkan memanfatkan kekuasaan politik untuk mencapai hasil yang 
signifikan. 
Dalam struktur kesempatan politik, bukan hanya membicarakan peluang-peluang yang 
dimiliki saja, melainkan ancaman-ancaman yang dirasakan oleh pelaku juga merupakan variabel 
dalam struktur kesempatan politik. Ancaman-ancaman yang dirasakan masyarakat keturunan 
Sendi pada pasca reformasi salah satunya seperti yang disebutkan Pak Sokeh diatas adalah 
keterbatasan lahan masyarakat. Kelompok Tani Budidaya atau disingkat KTB (sebelum FPR) 
banyak memberikan ilmu terkait pertanian, termasuk didalamnya pengelolaan lahan, pembuatan 
pupuk dan obat obatan pestisida organik. Tetapi ilmu dan pengetahuan yang didiskusikan 
didalam KTB tersebut tidak dapat diaplikasikan dengan baik karena alasan terbatasnya lahan 
yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat Sendi sebelum terbentuknya FPR memang sangatlah 
menggantungkan hidupnya melalui hasil hutan. Keterbatasan lahan juga menjadi alasan 
kurangnya lapangan pekerjaan disana yang berpengaruh erat kepada tingkat perekonomian yang 
rendah.  
Kebutuhan lahan masyarakat keturunan Sendi bukan hanya karena alasan pengaplikasian 
pengelolaan lahan saja, alasan kuat lainya adalah terus bertambahnya anak cucu keturunan Sendi. 
pengakuan Pak Sokeh menguatkan bahwa mereka memang sangat membutuhkan lahan 
tambahan karena keturunan mereka yang terus bertambah. Kondisi lain pada waktu itu adalah 
bagaimana para sesepuh memberikan informasi bahwa mereka sebenarnya memiliki lahan diatas 
(wilayah Sendi sekarang) yang mungkin bisa dimanfaatkan. Para sesepuh juga memberikan 
semnagat untuk terus memperjuangkan lahan mereka waktu itu. Sesepuh juga menceritakan 
sejarah-sejarah panjang Sendi hingga diklaim milik negara dan dikelola oleh Perhutani. Sesepuh 
tersebut sekarang dianggap menjadi saksi hidup sejarah lahan Sendi. Beberapa kondisi yang 
selanjutnya menjadi peluang dan ancaman itulah yang banyak mempengaruhi masyarakat dalam 
membentuk Forum Perjuangan Rakyat (FPR) sebagai wadah perjuangan mereka dalam proses 
reklaiming lahan Eks-Desa Sendi.  
Mc Adam menyebutkan bahwa pentingnya kehadiran sebuah organisasi untuk membentuk 
gerakan sosial. Keberadaan suatu organisasi, apapun jenisnya akan membentuk struktur 
solidaritas insentif, jaringan komunikasi dan pemimpin yang diakui mengingat bahwa organisasi 
gerakan sosial sebagai asosiasi orang-orang yang melakukan tuntutan moral dan ideal tentang 
bagaimana seharusnya kehidupan personal atatu kelompok yang termarginalkan dari 
masyarakatnya selanjutnya dapat diorganisasikan. Darisini menekankan untuk beberapa peluang 
dan ancaman yang terdapat dalam masa pasca reformasi sebagai bentuk struktur kesempatan 
politik dikumpulkan untuk selanjutnya dikelola dengan baik sehingga membentuk sumberdaya 
yang digambarkan sebagai struktur mobilisasi sumberdaya. Oleh karenanya dirasa penting untuk 
selanjutnya membentuk FPR (Forum Perjuangan Rakyat) mengingat terdapat beberapa peluang 
dan ancaman yang memungkinkan atau bahkan memaksa untuk munculnya suatu gerakan sosial 
dan untuk mewadahi gerakan sosial masyarakat Sendi yang resah dan merasa tidak puas 
sehingga gerakan dapat dilakukan dengan baik dan dapat mencapai tujuan bersama. 
“memang organisasi ini yang menyatukan masyarakat yang mewadahi 
masyarakat, jadi aspirasi nya lewat pada perjuangan ini, cuman untuk upayanya 
banyak sekali, lewat fpr ini tetap....”
3
  
FPR menjadi wadah peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang dimiliki masyarakat 
Sendi. didalam FPR peluang dan ancaman dikelola dengan baik dan dijadikan sumber penggerak 
masyarakat luas sebagai salah satu kekuatan mereka dalam proses reklaiming tersebut. FPR 
Mengelola keresahan-keresahan masyarakat menjadi semangat pergerakan, merubah 
keterbatasan lahan menjadi landasan kuat pergerakan. Melalui perspektif struktur mobilisasi 
sumberdaya, kita dapat memandang bahwa ketidakpuasan dan keluhan dapat diorganisir 
sehingga bertransformasi.  
Mc Carthy dan Zald menekankan pada analisis kondisi struktural yang memfasilitasi 
ekspresi keluhan. Struktural yang memfasilitasi dalam hal tersebut dimaksukan kepada 
organisasi, dimana organisasi diharapkan menjadi pengelola keluhan dan ketidakpuasan tersebut 
untuk selanjutnya ditransformasikan menjadi sebuah bentuk protes yng memiliki drajat kekuatan 
lebih ketimbang hanya dalam bentuk keluhan.  
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5.1.1.2 Produk Hukum yang Mendukung Gerakan 
Sumber : Olahan Penulis, 2019 
Produk Hukum di Indonesia secara substansi sebenarnya memanglah sangat mendukung 
gerakan dilihat dari akar hukum Negara ini yaitu Pembukaan UUD 1945. Dalam Pembukaan 
UUD 1945 ada 4 poin yang dianggap mas Ipul selaku dewan penasehat WALHI Jatim yaitu : 
kemerdekaan umum, menjadi bangsa yang berdikari, menghormati hak asasi manusia dan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peluang hukum bagi FPR sudah tersedia dari 4 poin tersebut. 
Bagaimana bisa masyarakat yang tidak bisa mengakses dengan bebas tanah hak nya sebagai 
keturunan sendi dianggap merdeka ?. bagaimana ilmu yang mereka kuasai dalam hal 
pengelolaan pertanian tetapi memiliki keterbatasan lahan, seharusnya jika masyarakat Sendi 
memiliki lahan yang cukup untuk digarap masyarakat akan dapat menjadi masyarakat yang 
berdikari dengan hasil lahan mereka. Bagaimana bisa Negara dianggap menghormati Hak Asasi 
Struktur Kesempatan 
Politik  
3. Pasal 18b Ayat 2 
UUD 1945 
4. Putusan MK 
35/2012 
5. UU NO.6 2014 Pasal 
96 
6. Pasal 1 Ketentuan 
Umum Permendagri 
52/2016 
7. Peraturan terkait 
Pengakuan dan 
Perlindungan 
Masyarakat Hukum Adat 
Struktur Mobilisasi 
1. Memperjuangka
n status sebagai Desa 
Adat 
2. Memperjuangka





Hukum Adat Sendi 
untuk menuntut 
hak atas lahan 
WALHI 
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Produk Hukum Yang Mendukung Gerakan 
Manusia jika hak tanah asal-usul masyarakat Sendi tidak diberikan kepada mereka ?, jika seperti 
itu, maka keadilan sosial tidak akan pernah masyarakat Sendi rasakan. 4 poin Pembukaan UUD 
1945 ini yang menjadi salah satu basis peluang hukum yang dimiliki oleh FPR sebagai bentuk 
struktur peluang politik dalam memperjuangkan status sebagai Masyarakat Hukum Adat dan 
mereklaiming lahan mereka.  
Selain itu peluang hukum yang dimiliki FPR didalam UUD 1945 ada dalam pasal 18B ayat 
2 yang berbunyi : “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dans esuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia....”.   
Pada 23 Mei 2013, MK mengesahkan Putusan MK 35/2012 ditetapkan pada lembaran 
Negara dan menghasilkan salah satunya mencabut kata “hutan negara” pada pasal 1 ayat 6 di UU 
41 Tahun 1999 menjadi “Hutan adat adalah Hutan yang berada pada wilayah kesatuan 
masyarakat hukum adat” sehingga pada pasal ini masyarakat hukum adat akan sangat 
diuntungkan dalam kewenangan mereka untuk mengelola hutan adatnya. Sebelum perubahan, 
hutan adat dianggap sebagai salah satu Hutan negara yang artinya masyarakat adat tidak 
memiliki kewenangan penuh dalam mengelola hutanya. Tetapi setelah Putusan MK 35/2012 
disahkan, kata “Negara dihapuskan” menjadikan masyarakat hukum adat memiliki kewenangan 
penuh dalam mengelola hutanya. Oleh karena Putusan MK tersebut muncullah Surat Edaran 
MenHut No. SE.1/MENHUT.II/2013 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan 
kepada Gubernur seluruh Indonesia, Bupati/Walikota seluruh Indonesia dan Kepala Dinas 
Provinsi Kab/Kota yang membidangi Kehutanan di Seluruh Indonesia untuk menjadikan Putusan 
MK sebagai pedoman.  
Peluang hukum selanjutnya adalah UU 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa. Dalam 
Bab XIII Pasal 96 sampai 99 yang mengatur tentang Desa Adat. Didalam pasal 97 ayat 2 
menyebutkan “bahwa desa adat bisa ditetapkan jika masih ada unsur-unsurnya dan bisa 
dibuktikan keberadaanya terkait salah satu dari unsur-unsurnya” selain itu juga disebutkan rasa 
persamaan, pranata adat, harta adat, norma-norma adat (termasuk cara selesaikan persengketaan 
dan tindakan pelanggaran. Dijelaskan juga pada Pasal 1 UU 6/2014 bahwa “desa adalah desa dan 
desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia”  
Dalam pengertian Masyarakat Hukum Adat juga dijelaskan didalam Pasal 1 Ketentuan 
Umum Permendagri 52/2016 disebutkan didalamnya :”Masyarakat Hukum Adat adalah warga 
negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai 
hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, 
terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanaya sistem nilai 
yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu 
wilayah tertentu secara turun temurun”. Jika ditilik dari pengertian Masyarakat Hukum Adat 
diatas, maka masyarakt Sendi sudah cukup memenuhi karakteristik yang disebutkan diatas 
bahwa mereka telah memiliki hukum adat sendiri, sangat memiliki hubungan dan ikatan dengan 
asal-usul leluhur, memiliki hubungan yang erat dengan tanah dan lingkungan hidupnya dan telah 
memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.  
Selanjutnya adalah pembahasan terkait pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum 
Adat yang diatur didalam Permendagri 52 Tahun 2016 dan Permen LHK 34/2017 Tentang 
Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Lembaga Adat dan Nilai Kearifan Lokal yang didalmnya 
berisi organisasi tata kelola adat dan sistem pengetahuan lokal tentang sikap nilai hidup, manusia 
dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan roh. Dalam hal pengakuan dan 
perlindungan masyarakat hukum adat beberapa produk perundanganya adalah : 
1. UUD 1945 Pasal 18B (2) 
2. UU 5/1960 Pokok-Pokok Agraria 
3. UU 5/1967 dan UU 41/1999 Pokok Kehutanan 
4. Tap MPR IX/2001 
5. UU Migas 22/2001 
6. UU 18/2003 tentang perkebunan 
7. Putusan MK 35/2012 
8. Permendagri 52/2016 
Dalam perspektif struktur kesempatan politik, kondisi terbuka atau tertutupnya suatu 
kelembagaan sistem politik sangat berpengaruh terhadap muncul dan berkembangnya suatu 
gerakan sosial. Faktor terbuka atau tertutupnya sistem (dalam hal ini konstitusi negara) yang 
tentunya akan berpengaruh secara langsung kepada terbuka atau tertutupnya kelembagaan 
politik menentukan seberapa besar kesempatan politik yang dimiliki oleh suatu gerakan sosial. 
Faktor tersebut memang diluar kendali dari anggota-anggota gerakan, oleh karenanya agar 
berhasil maka suatu gerakan harus berada pada situasi dan tempat dimana faktor tersebut akan 
mendukung. 
Dari banyaknya produk Hukum yang ada di Indonesia inilah yang menjadikan FPR 
memiliki nafas besar dalam memperjuangkan status Sendi. tetapi perlu diingat bahwa peluang-
peluang politik yang sudah tersedia dengan seterbuka itu, perlu untuk selanjutnya dimanfaatkan 
dengan baik. Tanpa pemanfaatan, peluang-peluang tersebut hanyalah menjadi peraturan 
kosong. Gerakan sosial harus memanfaatkan kekuatan politik yang sudah tersedia untuk dapan 
mencapai hasil yang signifikan, mengingat gerakan sosial bukan suatu ruang kosong, gerakan 
sosial merupakan produk dari lingkungan sosial dan politik disekitarnya. 
Banyak sekali bentuk pemanfaatan dari adanya produk hukum diatas. Salah satunya adalah 
tujuan gerakan FPR yang sempat mengejar status sebagai Desa adat. Walaupun usaha FPR 
berujung sia-sia karena masalah administrasi yaitu jumlah masyarakat yang tidak memenuhi 
minimal syarat tetapi itu membuktikan bahwa mereka sangat memahami hukum yang berlaku 
dan menjadikan itu sebagai peluang peluang dan selanjutnya mereka manfaatkan dan mereka 
kelola serta usahakan untuk status Sendi. keputusan FPR untuk mencoba mengejar status 
sebagai desa adat tersebut selanjutnya menjadi pembuktian bahwa argumen dari Mc Carthy dan 
Zald tentang mobilisasi sumberdaya dengan perspektif sentralnya salah satunya menyebutkan 
didalam upaya agregasi atau pengumpulan sumberdaya maka diperlukan beberapa bentuk 
minimal organisasi, dan karenanya didalam perspektif mobilisasi sumberdaya secara implisit 
atau eksplisist lebih terfokus langsung kepada bentuk organisasi gerakan sosial. Maksudnya 
untuk FPR bisa mengelola sumberdaya yang dimiliki dengan leluasa dan legitimasi yang jelas 
maka FPR mengejar status desa adat sebagai bentuk minimal organisasi yang memberikan 
legitimasi mereka. 
Setelah kegagalan itu, FPR merubah arah perjuanganya menjadi mengejar status sebagai 
Masyarakat Hukum Adat sampai hari ini. Mc Adam berpendapat dalam salah satu konsep yang 
dicetuskan menekankan bahwa untuk dapat bertahan hidup maka gerakan sosial haruslah dapat 
beradaptasi dalam perubahan-perubahan sosial dan politik didalam masyarakat. Bentuk 
keputusan FPR untuk merubah arah juangnya menuju status masyarakat hukum adat memang 
sudah seharusnya dilakukan. Keputusan ini dipilih karena status desa adat dirasa tidak akan 
secara otomatis menyelesaikan konflik lahanya, justru prosesnya akan lebih panjang, 
sedangkan jika mengejar status masyarakat hukum adat dengan Berdasarkan kekuatan Amanat 
Konstitusi UUD 1945, berdasarkan Amar Putusan MK 35/2012, berdasarkan PERMEN LHK 
32/2012, berdasarkan PERMENDAGRI 52/2016 Tentang Pedoman Pengakuan dan 
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat maka dari peluang-peluang hukum tersebut sejatinya 
Sendi akan lebih banyak mendapatkan peluang dan memiliki presentase lebih untuk ditetapkan 
menjadi Masyarakat Hukum Adat dan tentunya menyelesaikan konflik.  
5.1.1.3 Dukungan Dari Elite Lokal 
 
Sumber : Olahan Penulis, 2019 
Struktur Kesempatan Politik  
1. Hasil Sidang Pansus 
DPRD Kab. Mojokerto 
tahum 2008 Tentang 
KasusEks Desa Sendi 
2. SK PERBUP No. 47 
Tahun 2017  
3. Pengangkatan Kepala 
Desa PJDesa Adat 
Persiapan Sendi 
4. Hasil Unjuk Budaya 
Pemkab dan DPRD 
mendukung PROLEGDA-
PEDA Pengakuan dan 
Perlindungan Masyarakat 
Hukum Adat 
Struktur Mobilisasi  
Dibantu oleh WALHI untuk 
menganalisis peluang 
terbesar yang menghasilkan 
keputusan untuk FPR 
memperjuangkan Sendi 
menjadi Masyarakat Hukum 
Adat Sendi.  
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Dukungan Dari Elite Lokal  
Sedikit uraian sub-bab diatas menjelaskan peluang hukum ditingkat nasional untuk 
perjuangan FPR. Dalam sub-bab ini menjelaskan beberapa peluang hukum yang berada 
ditingkat lokal yaitu Kabupaten Mojokerto. Di kabupaten Mojokerto FPR sangatlah didukung 
pada waktu itu (2017) oleh Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasa dan beberapa fraksi DPRD, 
lebih tepatnya Fraksi PDIP.  
Beberapa dukungan-dukungan pemerintah dan DPRD Kabupaten Mojokerto dibuktikan 
melalui beberapa produk keputusan, sebagai berikut : 
1. Hasil Sidang PANSUS DPRD Kab. Mojokerto Tahun 2008 Tentang Kasus Eks 
Desa Sendi 
2. SK PERBUP Nomor 47 Tahun 2017, Tentang Desa Adat Persiapan 
3. Pengangkatan Kepala Desa PJ Desa Adat Persiapan di Desa Sendi 
4.  Hasil Unjuk Budaya Pemkab dan DPRD mendukung PROLEGDA-PEDA 
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Sendi.  
Pada tahun 2008, DPRD membentuk PANSUS terkait Tanah Eks. Desa Sendi dan 
menghasilkan Laporan Ahsil Pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Mojokerto atas 
Tanah Eks Desa Sendi yang didalamnya berisi dukungan hampir sepenuhnya terhadap 
masyarakat Sendi  
Dukungan elite juga diamini oleh FPR, melalui wawancara dengan mBah Toni selaku 
ketua FPR menyebutkan : “munculnya FPR tahun 1999-2000 muncul Peemerintah Kabupaten 
yang inisiatif membantu 100% itu ya pada tahun 2017 Pak Buapti Mustofa Kamal Pasha ini...”
4
 
elite politik dari kapupaten Mojokerto yang membantu dengan loyal dan diakui masyarakat 
Sendi hanyalah pak Mustafa Kamal Pasa yang hanya berjalan pada tahun 2016-2017 karena 
                                                             
4 Hasil wawancara Mbah Toni di Warung Mbah Toni. Tanggal 1 Oktober 2019. Jam 14.00.  
pada tahun 2017, Bupati Mojokerto menjadi terdakwa kasuas suap oleh karenanya tidak dapat 
lagi membantu msayarakat Sendi. 
Selain dari pihak Pemerintah kabupaten, elite di DPRD Kabupaten Mojokerto juga turut 
andil dalam Membantu masyarakat sendi, “kalau bicara masala tokoh elite, untuk dari DPRD 
Kabupaten Mojokerto yang konsisten itu dari PDI, PKB, Nasdem dan Golkar yang masih 
berjalan sampai saat ini akan tetapi yang jadi promotornya itu tetap PDI dan PKB”.
5
 
Hasil dari bantuan-bantuan para elite salah satunya adalah Peraturan Bupati Mojokerto 
Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Desa Adat Persiapan Pada Kecamatan Pacet dan 
juga  pembentukan Timnya melalui Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/567/HK/416-
012/2017 Tentang Pembentukan Tim Pembentukan Desa Persiapan Pemekaran Desa Pacet dan 
menunjuk Bupati Mustafa Kamal Pasa sebagai penanggung jawabnya didalamnya juga diatur 
Penjabat Kepala Desa Adat Persiapan Kecamatan Pacet yang sering masyarakat sebut Lurah PJ. 
Tak banyak berbeda dengan pembahasan disub-bab sebelumnya, bahwa Dalam perspektif 
struktur kesempatan politik, kondisi terbuka atau tertutupnya suatu kelembagaan sistem politik 
sangat berpengaruh terhadap muncul dan berkembangnya suatu gerakan sosial. Faktor terbuka 
atau tertutupnya sistem (dalam hal ini konstitusi negara) yang tentunya akan berpengaruh 
secara langsung kepada terbuka atau tertutupnya kelembagaan politik menentukan seberapa 
besar kesempatan politik yang dimiliki oleh suatu gerakan sosial. Faktor tersebut memang 
diluar kendali dari anggota-anggota gerakan, oleh karenanya agar berhasil maka suatu gerakan 
harus berada pada situasi dan tempat dimana faktor tersebut akan mendukung. Pada sub-bab ini 
menunjukkan bahwa peluang politik yang dimiliki FPR dalam gerakan sosialnya bukan hanya 
terdapat pada peluang yang lingkupnya nasional, melainkan pada lingkup yang lebih kecil, 
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yaitu lokal dalam hal ini Kabupaten Mojokerto juga sempat memberikan peluang-peluang 
politik yang terbuka. 
Peluang peluang hukum tersebut selalu masyarakat Sendi manfaatkan dan usahakan 
dengan penuh, tetapi usaha mereka tersendat melalui aturan administrasi jumlah minimum 
syarat masyarakat. Jumlah masyarakat Sendi masih belum memenuhi minimum syarat untuk 
menjadi Desa Adat. Tetapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya halauan tujuan FPR 
dirubah tidak lagi mengejar status sebagai Desa adat, melainkan FPR mengusahakan status 
sebagai Masyarakat Hukum Adat mengingat beberapa peluang lebih banyak berada di 
Masyarakat hukum adat, pada Desa adat FPR menganggap memiliki beberapa kelemahan yaitu 
: belum secara otomatis menyelesaikan kawasan hutan adat bagi masyarakat sendi, butuh 
proses lebih panjang, melibatkan MENDAGRI dan Pemerintah Provinsi yang secara otomatis 
memperpanjang proses.  
Pak Sokeh mengatakan bahwa sebenarnya negara ini mendukung sangat gerakan ini 
untuk memperjuangkan status, tetapi yang mneghambat adalah oknum oknum negara yang 
tidak bisa banyak mengakomodir masyarakat Sendi sebagai Rakyat bahkan malah mendukung 
Perhutani untuk melawan masyarakat. “...aturan hukumnya memang ada beberapa celah ya 
yang mendukung, cuman dari aparatnya sendiri ga punya keberanian, hambatan ada di 
prakteknya. Seperti peraturan klhk 32 tahun 2015 tentang pengakuan masyarakat adat, itu kan 
peluang kan ya, sudah disampaikan di pemerintahan kabupaten, disampaikan ke kabag hukum 
provinsi, permendagri 52 2016 kabupaten harus melakaukan perda baru bisa untuk pelepasan 




                                                             
6 Hasil wawancara pak sokeh di rumah pak Sokeh. Tanggal 1 Oktober 2019. Jam 18.00. 
FPR selaku wahana mobilisasi suatu gerakan seperti yang dijelaskan secara definitif 
terkait perspektif struktur mobilisasi telah melakukan tugasnya dalam mengelola peluang-
peluang yang ada. Pada wkatu itu salah satu sumberdaya eksternal yang dimiliki FPR adalah 
jaringan dengan WALHI. Salah satu bentuk pemobilisasian sumberdaya eksternal salah satunya 
dalah bantuan WALHI dalam membimbing dan mendampingi gerakan dalam menganalisis 
mana yang akan memberikan peluang-peluang dan mana yang akan justru menjadi 
penghambat, beberapa analisis kenapa FPR lebih berfokus pada mengejar status mereka 
sebagai masyarakat hukum adat daripada desa adat yang telah disebutkan sebelumnya 
merupakan salah satu bentuk dampingan dari WALHI. 
5.1.2 Struktur Mobilisasi dan Pembingkaian Kultural (Model 2) 
Model 2 dalam mnganalisis gerakan sosial Forum Perjuangan Rakyat (FPR) lebih 
cenderung menjelaskan kombinasi antara struktur mobilisasi dan pembingkaian kultural. 
Kombinasi 2 teori tersebut menjelaskan bagaimana pengelolaan gerakan bisa menciptakan 
pembingkaian pembingkaian kultural. Sedangkan struktur mobilisai dimanfaatkan untuk 
selanjutnya dapat melihat apasaja sumberdaya yang dimiliki gerakan dan bagaimana gerakan 
memanfaatkan sumberdaya dan mengelola sumberdayanya. Struktur mobilisai dimanfaatkan 
untuk selanjutnya dapat melihat apasaja sumberdaya yang dimiliki gerakan dan bagaimana 
gerakan memanfaatkan sumberdaya dan mengelola sumberdayanya. Lebih tepatnya, struktur 
mobilisasi sumberdaya adalah struktur-struktur yang berperan sebagai wahana mobilisasi suatu 
gerakan sosial. Perspektif ini berfokus kepada proses-proses sosial yang memungkinkan 
muncul dan berhasilnya suatu gerakan sosial. Dalam perspektif ini, kemunculan suatu gerakan 
dianggap sangat mudah, asumsinya dimana dalam suatu masyarakat dan disana muncul adanya 
ketidak puasan maka dengan itu cukup menjadi alasan munculnya suatu gerakan. Dalam 
perspektif ini percaya bahwa faktor organisasi dan kepemimpinan menjadi faktor yang dapat 
mendorong atau menghambat suatu gerakan sosial. Dalam model yang dikembangkan oleh Mc 
Carthy dan Zald percaya bahwa dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan 
sumberdaya merupakan faktor yang lebih determinan dan signifikan dalam menentukan 
keberhasilan suatu gerakan sosial. Pada dasarnya, perspektif ini menggunakan kajian 
pengembangan organisasi untuk selanjutnya digunakan analisis gerakan sosial serta 
memandang bahwa organisasi formal merupakan carriers of social movements. 
Sedangkan pembingkaian kultural, digunakan untuk menganalisa tindakan-tindakan yang 
dilakukan masyarakat hukum adat Sendi dalam pembingkaian ide-ide yang ada. Selain itu juga 
berfungsi untuk mengetahui bagaiman peleburan bingkai-bingkai dalam gerakan antara satu 
dengan lainya. Dalam sub-bab ini, penulis berusaha untuk mengkombinasikan 2 teori ini 
sehingga dapat menganalisis gerakan dari Forum Perjuangan Rakyat (FPR). Beberapa temuan 
lapangan yang menunjukkan 2 kombinasi teori ini adalah pertama, Pengelolaan potensi alam dan 
adat, kedua, tim Sepuluh yang dibentuk untuk mengkoordinir dan mengawasi masyarakat. 
5.1.2.1 Pengelolaan Potensi Alam dan Adat 
 
Sumber : Olahan Penulis, 2019 
Wilayah Sendi memiliki banyak potensi alam, dengan pemandangan yang begitu indah dan 
didominasi warna hijau sebagai bukti pohon-pohon masih tumbuh dengan rindang, sumber mata 
air bersih yang masih dirawat dengan baik sampai hari ini dan beberapa potensi alam lain yang 
menunjukkan Sendi sangatlah maju jika dikembangkan melalui konsep kepariwisataan. Selain 
potensi alam, potensi adat masyarakat Sendi juga amat kental yang masih dilakukan hingga 
sekarang.  
Dua potensi itu dapat dikombinasikan satu sama lain dan dikelola dengan model 
kepariwisataan. Model itu akan sangat menjanjikan berkembangnya masyarakat Sendi jika 
Struktur Mobilisasi 
 
Potensi alam dan 
potensi adat yang 
dimiliki diwilayah 




1. Agregate frame : proses 
penekanan kepada setiap 
individu bahwa isu lingkungan 
adalah isu bersama  
2. Consensus frame: melalui FPR 
pengelolaan lahan dan konsep 
kelestarian disepakati 
3. collective action frame: 
pengelolahan harus dilakukan 
sesegera mungkin. Perhutani 
dan siapapun yang 
bertentangan dengan konsep 
konservasi merupakan usuh 
bersama. Dan pada gerakan ini 
memberikan perbedaan pada 
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Pengelolaan Potensi Alam 
dan adat 
dikelola dengan baik. Seperti yang diucapkan Mas Ipul sebagai salah satu aktifis WALHI yang 
berfokus pada kasus yang terjadi di Sendi, beliau menggambarkan tentang potensi yang dimiliki 
Sendi, sebagai berikut :  
“Nilainya pohon dan kerimbunana itu gimana cara ngitungnya ?. dia 
menghasilkan apa ?, bernili apa ?. air yang terus mengalir itu. Kalau dihitung 
perliter dengan konversi harga airnya kota mau pake berapa satuan perliternya. 
Ketika mereka punya 3 sumber denga debit sekian berati setahun yang mengalir 
berapa. Kita ngomong harga eceran tertinggi ya. La ketika air itu dikonversi ke 
masyarakat layak minum jangan 35, kita pake angka 25 rupiah saja kalikan debit 
kalikan tahun kalau dihitung maka artinya putaran air di kampung Sendi itu saya 
hitung dapet 9 miliar nilai komoditinya. Itu pake 25 rupiah lo. Itu ketika 
dikonversikan dengan angka paling rendah dengan konsekuensi ketika masyarakat 
kota membutuhkan air dan harus membayar itu. Disana kan berlebih lebih........”
7
 
 Mas Ipul menjelaskan betapa berpotensinya wilayah Sendi sebenarnya. Dengan potensi 
alam sedemikian rupa, wilayah Sendi akan bisa berkembang dengan baik jika dikelola juga 
dengan baik.dengan posisi penopang lingkungan, Sendi memang harus berperan dalam menjaga 
lingkungan. Jika lingkungan di wilayah Sendi tidak dikelola dengan baik, akan berdampak buruk 
pada wilayah hilir pastinya. Olehkarenanya urgensitas Sendi dalam menjaga lingkungan memang 
harus terus dilestarikan walaupun dengan berbagai konsep pengelolaan termasuk kepariwisataan, 
dengan syarat tanpa harus mengesampingkan prinsip-prinsip ekologis. 
Dalam hal pengelolaan potensi sampai hari ini Salah satunya ialah Bumi Perkemahan. 
Wisata ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat Sendi. Bumi Perkemahan yang sering 
mereka sebut Buper, dikembangkan diatas kawasan wisata Sendi. Buper ini sering digunakan 
masyarakat untuk kemah keluarga sampai digunakan untuk kegiatan-kegiatan kampus termasuk 
ospek yang diselenggarakan universitas-universitas dari dalam kota maupun luar kota. 
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Potensi wisata lainya ialah goa Putuk Kursi. Goa tersebut berada dekat dengan wilayah 
pemukiman warga Sendi. Goa tersebut sebenarnya goa buatan yang dibangun oleh Jepang pada 
masa penjajahan. Menerut salah satu sesepuh Sendi yang menjabat sebagai salah satu kasepuhan 
Sendi, goa tersebut dulu difungsikan oleh Jepang sebagai tempat persembunyian tentara, sebagai 
tempat penyimpanan senjata-senjata perang, dan juga kebutuhan hidup para tentara. Selain itu, 
goa tersebut digunakna untuk menyekap para romusha dari Kalisosok Surabaya serta para 
perawan desa jaman dulu. Sekarang goa tersebut dimanfaatkan masyrakat sendi sebagai salah 
satu objek wisata dikawasan Sendi. Kondisi goa hari ini masih belum terawat dengan baik, 
mengingat keterbatasan dana untuk mengelola, karena pengelolaan terbesar disana adalah 
swadaya dan itu menjadikan keterbatasan bagi pemanfaatan potensi wisata. Jika dimanfaatkan 
dengan baik goa ini sebenarnya akan menjadi potensi wisata yang baik dengan tema sejarahnya, 
akan menarik banyak perhatian para wisatawan. 
Diatas goa Putuk Kursi, terdapat yang masyarakat sering sebut yaitu bukit Putuk Kursi, 
dipuncaknya terdapat petilasan putuk kursi. Petilasan ini sering digunakna oleh masyarakat sendi 
sendiri untuk bersemedi bahkan tidak jarang masyarakat luar Sendi juga menggunakan petilasan 
tersebut untuk bersemedi. Masyarakat memiliki kepercayaan, bahwa Putuk Kursi ini memeiliki 
nilai sakral yang sangat tinggi, mereka mempercayai bahwa petilasan ini adalah salah satu 
tempat singgasana Raden Wijaya (salah satu Raja Kerajaan Mojopahit).  
Dalam pengorganisiran keuangan, ketika pada awal perjuangan dana yang dibutuhkan 
didapatkan dari iuran rutin anggotanya. Nominalnya pun tidak ditentukan melainkan didapatkan 
dari sukarela. Namun semakin berkembangnya organisasi dan juga semakin kompleksnya 
permasalahan iuran ditentukan nominalnya. Sumber dana bukancuma dari iuran, pendapatan juga 
diterima dari pengelolaan wisata seperti Bumi Perkemahan, parkir, Wisata warung dan 
sebagainya. Semua pendapatan tersebut dikelola untuk terus berjalanya gerakan, membayar para 
pekerja (warga sendi) dan pembangunan-pembangunan infrastruktur yang sampai hari ini 
dibangun dengan menggunakan sistem swadaya masyarakat. Pak Sokeh sleaku sekretaris FPR 
menyebutkan dalam sesi wawancara sebagai berikut : 
“Sebenarnya kalo dikelola dengan baik, besar aset kita, cuman karena 
keterbatasan sdm, dana karena ya kita bis akarena swadaya, pemerintah seniri ga 
berani mengucurkan dana, untuk potensi yang ada ya wisata, warung kuliner, 
bambu, pring petung keliling ada ribuan. Mikrohidro ada tapi ga fungsi, sebelum 
listrk masih pakek mikro hidro itu. Dapet sumbangan dari pplh trawas seloliman, 
swadaya juga sama masyarakat. Itu meemnag sih tujuan utama pembangunan di 
sendi ni memnag nantinya mengarah ke ekowisata. Wisata alam. Ya memnag ga 
langsung jadi, bertahap, bangun wisata itu prosesnya lama bangeet. Awal buka 
tahun 2006, jenegen swadaya mas sak iso-isone, mulai 2 tahun terkahir ini mulai 
berjalan termasuk program csr dari pln, satu satunya bumn yang berani 
membantu. Mereka juga tau konflik disni. Tapi ya mereka ga ngurus kasus e mas, 
yg penting pemberdayaan ekonominya jalaan. Utk aset budaya yng masih berjalan 
yg masih eksis, kuda lumping itu, kelompok anak anak muda dulu ada bantengan. 
Tapi generasinya agak menurun, justru yang malah yang larinya kesenian kuda 
lumping jaranan itu. Pengelolaanya dikuasai organisasi sama seperti negara kecil 
gitu. Kan tujuanya bukan utk menyisakan masyatkat hasilnya berapa persenya 
utuk pembangunan umum. Bukan untuk pengurusnya, malah pengurusnya urusan 
sosial. Semuanya swadaya, hasil dari pendapatan wisata, air bersih, restribusi 
warung, cuman sedikit kok warung satu bulanya cuma 15 ribu aoir bersih cuman 
10 ribu, dikampung ini yang ga punya warung air bersih cuman 5 ribu, kalo 
dihitung masih mines banget, karena masih banyak biaya di perawatan. Karena 
jarak terlalu panjang, medan terlalu berat, resiko kerusakan terlalu tinggi.”
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Pak Sokeh sangat mengamini bahwa potensi-potensi yang ada di wilayah Sendi itu sangat 
besar. Beberapa teknik pengelolaan sudah dilkaukan dengan maksimal, tetapi bentuk 
pengelolaan itu banyak terhambat dengan urusan dana. Dana swadaya yang diberikan utuh 
kepada masyarakat nantinya tidak dapat digunakan secara maksimal mengingat dana yang 
terkumpul terbatas. dalam pengelolaan ini pak sokeh berharap banyak kepada pihak pemerintah 
untuk memberikan bantuan-bantuan agar dapat mengelola potensi dengan baik.  
                                                             
8 hasil wawancara dengan Pak Sokeh selaku sekretaris FPR, dirumah Bumi Perkemahan Sendi. Selasa 1 Oktober 
2019. pukul 18.00. 
“sementara ini kan dari Buper, taman selfie, parkir, air, pajak warung satu bulan 
15 rb, dan bambu-bambu ini kan juga dijual. Kalau dihitung pertahunnya aset 
yang masuk itu sekitar 117 jt tahun kemarin itu, dan sedangkan tahun 2019 ini 
sampai saat ini masuk 137jt. Jadi untuk pembangunan fasilitas desa sendi ya dari 
hasil itu mas jadi kita mandiri tidak ada yang membantu, dari pemerintah 
kabupaten juga gaada pemerintahan desa pacet juga gaada bantuan takut dari 
pihak pemerintahan desa pacet karna masalah legalitasnya sebenarya waktu itu 
kita hampi mendapat bantuan dari Bupati Mojokerto sekitar 2M kan tetapi tidak 
jadi dikarenakan Bapak MKP terjerat masalah. Tapi disini kami mengambil 
pembelajaran mas untuk mengelola PAD sendiri. Pertama menggali aset itu kita 
mendapat 12jt pertahun, terus tahun berikutnya 20jt dan sampai 100jt jadi 
perkembangannya cukup meningkat bagus mas”
9
 
Mbah Toni dalam sesi wawancara menyebutkan ebebrapa potensi yang lagi digarap dalam 
bentuk wisata. Beliau cenderung optimistis terhadap perkembangan wilayah Sendi. mbah toni 
banyak menyebutkan perkembangan perkembangan perekonomian yang ada di wilayah Sendi. 
melalui pendapatan swadaya tersebut, dikembangkan untuk masyarakat dalam berbagai bentuk 
yaitu balai desa, Masjid, Musholla, perawatan Makam, terminal wisata kuliner, toilet umum 
dan perawatan perawatan infrastruktur yang ada.  
Pak Sokeh juga menyebutkan kemana keuangan swadaya ditujukan selain untuk 
pembangunan dan perawtan infrastruktur publik, juga digunakan untuk program-program 
sosial, sebagai berikut :  
“...jadi kalau ada yang sakit, kena musibah diambilkan dari uang kas, utk 
membantu biayanya. Ada juga penghasilan dari parkir sama dari wisata kita 
sisakan sedikit yang ke orang ga mampu, ke janda, yang bener bener ga mampu 
emang”
10
 selaras dengan Pak Sokeh, Mbah Toni juga menyebutkan sama yaitu : 
“iya untuk masrakat biasanya itu sebulan sekali mendapat santunan, seperti anak 
yatim piatu dapat 50rb perbulan, terus janda miskin 100rb, dan misalkan kalau 
ada orang sakit yang harus menginap di rumah sakit itu 500rb. Itu sudah aturan 
didalam organisai. Dan untuk meminjamkan uang hasil pendapatan ke masyarakat 
saya tidak perboleh mas takutnya nanti misalnya uangnya dibutuhkan untuk 
pembangunan desa terus orang yang meminjam uang tersebut tidak bisa 
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10 hasil wawancara dengan Pak Sokeh selaku sekretaris FPR, dirumah Bumi Perkemahan Sendi. Selasa 1 Oktober 
2019. pukul 18.00. 
mengembalikan ya susah mas kita mencari pinjamannya juga susah ke pihak luar. 
Tapi untuk tiap bulan santunan itu jalan terus mas”
11
.  
Pengelolaan ini digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat luas, tanpa harus 
mengesampingkan prisip konservasi. Disisi inilah pembingkaian itu bisa diketahui bagaimana 
pengelolaan berbasis konservasi alam dan adat ini berjalan. Mbah toni memastikan tujuan itu 
dengan bekata “Mengelolanya ini kan kami berdasarkan konseravsi dengan tujuan kembali 
hijau, tidak ada yang ingin sendi ini gersang” 
12
 
Mbah toni menyebutkan “tidak ada yang ingin Sendi gersang”. Memiliki arti filosofi 
dimana akhirnya wilayah Sendi yang berada diposisi geografis di lereng gunung Welirang 
menjadi salah satu pintu utama konservasi. Jika saja wilayah Sendi gersang atau dengan kata 
lain rusak, secara otomatis bagian hilir akan terdampak. Oleh karena itu Mbah Toni selalu 
emnekankan aspek konservasi dalam segala tindakan, khususnya untuk urusan publik.  
Oleh karena itu, masyarakat memiliki kesepakatan dalam hal konservasi salah satunya 
adalah kesepakatan konsep Toto Tentrem (green village) dimana wilayah seni diformat menjadi 
wilayah hijau dengan pemanfaatan bangunan rumah semi permanen selaras dengan alam, 
pemanfaatan lahan pertanian organik, peternakan, dan pagar hidup sepanjang jalan dengan 
tanaman-tanaman yang berfungsi mengoptimalisasi kelestarian sumber mata air. 
Selain itu ada juga konsep Kerto Raharjo (agroforestry atau lahan hutan produktif) dengan 
sistem hutan rakyat yang berkelanjutan dalam jangka panjang secara ekologis berfungsi sebagai 
keseimbangan ekosistem yang bernilai ekonomis serta berfungsi untuk konservasi dan 
kelestarian sumber mata air. 2 konsep ini menjadi prinsip prinsip pengelolaan lahan yang 
masyarakat Sendi sepakati dan gunakan.  
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Yang menjadi lebih menarik adalah luasan pemanfaatan lahan yang sangat pro kepada 
konservasi dimana kawasan konservasi menjadi lahan yang paling luas dengan angka 91,999 
Ha. Lahan Agroforestry dengan angka 86,443 Ha. Lahan pemukiman menjadi lahan yang 
paling kecil dengan angka 11,014 Ha. Lahan kolektif (fasilitas umum) seluas 12,896 Ha dengan 
jumlah keseluruhan yang dikelola oleh masyarakat Sendi sejumlah 202,352. 
Jika kita lihat dari awal proses pembagian lahan diatas, Mas Ipul menjelaskan “FPR punya 
namanya visi membangun desa dalam hutan maka disusunah yang namanya peta tata ruang 
wilayah desa hutan padahal negara punya to, dinas RTRW rencana tata ruang wilayah, la 
mereka bikin sendiri penataan tata ruang desa dan kalau disambungkan dengan RTRW 
kabupaten harusnya milik mereka ini jadi RDTRK rencana detail tata ruang desa maka dibuat 
zona pemukiman zona perladangan dan zona hutan dengan prinsip prinsipnya selanjutnya 
muncul tuh titik mata air sejauh 200 metertidak boleh diapapakan, kemiringan diatas 30-40 
derajat tidak boleh ditebang setiap ornag menanam setiap berapa lama sekali, entah bibit 
darimana tanam tanam tanam kita hijaukan kita jaga kita sepakati, pemukiamn 12x20 per kk 
dari garis silsilah, lahan garapan 40x60. Ditandai dikavling dinomeri dilotre, ga bia nolak sudah 
sesuai dengan jatah, pemukiman dan garapanya ada dimana. Itu reklaiming kita.....” 
Dari proses pembagian lahan yang telah Mas Ipul jelaskan dalam sesi wawancara, banyak 
menunjukkan bahwa pengelolaan mereka atas potensi alam (lahan) yang mereka miliki 
menganut prinsip konservasi dan menciptakan pembingkaian-pembingkain kultural bahwa 
mereka merupakan masyarakat pinggir hutan dan mereka harus terus menjaga kelestarian alam 
termasuk didalamnya hutan. 
Dalam teori pembingkaian kultural, mengenal ada 3 indikator, pertama adalah agregate 
frame, consensus frame dan collective action frame. Dalam pengelolaan sumberdaya yang 
dimiliki Sendi oleh FPR, dalam sub bab ini menunjukkan agregate frame yang berfokus kepada 
isu yang akan mempengaruhi individu lain sehingga sadar bahwa isu yang diangkat FPR adalah 
isu bersama dan harus kita selesaikan bersama, berada pada bagaimana akhirnya proses 
penekanan kepada semua orang khususnya masyarakat Sendi dan sekitarnya yang secara 
ekosistem sangat bergantung pada keadaan geografis Sendi. dijelaskan sebelumnya bahwa 
ketergantungan wilayah hilir kepada Sendi mewajibkan FPR untuk bertanggung jawab kepada 
kelestarian ekosistem dalam hal ini hutan termasuk sumber mata air.  
FPR sebagai pengelola wilayah (pemangku wilayah) menjadi mesin masyarakat Sendi 
untuk mengatur dan menjaga lingkungan. Isu ditanamkan kepada setiap masyarakat Sendi yang 
memang berurusan langsung dengan ekosistem hutan. Melalui FPR kebijakan-kebijakan 
pengaturan lahan dengan konsep kelestarian alam dijalankan melalui konsensus bersama. Disini 
consensus frame dapat dilihat dimana terjadi kesepakatan bahwa isu lingkungan ini menjadi 
tanggung jawab bersama (masyarakat Sendi) yang di promotori oleh FPR dan tidak bisa lagi 
diartikan tanpa ada usaha bersama.  
Selanjutnya ada pada indikator collective action frame, dalam indikator ini menekankan 3 
poin penting, yaitu kenapa harus bertindak sesegera mungkin, konstruksi siapa kawan dan siapa 
lawan dan menunjukkan bahwa mereka memiliki perbedaan dengan yang lainya. Melalui 
indikator itu, dapat dilihat bahwa pengelolaan sumberdaya yang dilakukan FPR memang harus 
dilakukan sesegera mungkin, karena pengelolaan ini sangat berhubungan dengan kelestarian 
ekosistem wilayah dari hulu sampai hilir tanpa tindakan yang sesegera mungkin, kelestarian 
ekosistem akan terancam dan akan banyak merugikan masyarakat, selain itu tindakan sesegera 
mungkin memang dibutuhkan mengingat gerakan sosial yang dilakukan FPR menuntut untuk 
kebebsana mereka dalam mengelola lahan yang secara de facto merupakan lahan mereka. Pada 
poin kedua menekankan siapa saja kawan dan siapa saja lawan mereka, dalam poin ini, FPR 
menekankan kepada semua orang yang sampai hari ini menjunjung tinggi prinsip konservasi 
maka dia adalah teman mereka karena memiliki tujuan yang sama. Jelaslah bahwa 
PERHUTANI adala musuh bersama mereka karena beberapa kegiatan yang dilakukan 
perhutani tidak menggambarkan sasma sekali terkait konservasi lingkungan. Pada poin terakhir 
perbedaan FPR dalam pengelolahan sumberdaya berada pada prinsip yang diangkat yaitu 
prinsip konservasi yang dibungkus dengan sistem masyarakat hukum adat.  
Beberapa bentuk pengelolaan tersebut yang menjadikan banyak pihak luar termasuk elite 
elite politik dan lembaga Swadaya Masyarakat tertarik untuk membantu masyarakat Sendi 
untuk selanjutnya dapat mengelola lahan dengan prinsip konservasinya dengan bebas. Bahkan 
banyak akhirnya yang menganggap masyarakat sendi lebih konservatif ketimbang perhutani 
yang memang memiliki prinsip lumrahnya sebagai perusahaan yaitu profit oriented.  
 5.1.2.2 Tim Sepuluh 
 
Sumber : Olahan Penulis, 2019 
Pengelolaan sumberdaya, sangatlah penting untuk selanjutnya dapat memobilisasi gerakan 
dan menjaga ritme gerakan agar terus menghangat. Begitu pula seperti yang dilakukan FPR 
dalam membuat gerakan terus berjalan. FPR melalui Mbah Toni membuat kelompok yang 
mereka sebut Tim Sepuluh. Tim Sepuluh ini bertugas untuk mengawasi dan mengkoordinir 
masyarakat, menjadi pintu masuk informasi dari pengurus ke masyarakat ataupun sebaliknya, 
mayarakat ke pengurus FPR.  
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Bagan 5. 5 
Tim Sepuluh 
Mbah Toni sudah menjelaskan bahwa memang Tim Sepuluh itu ada dan memang tim itu 
memiliki tugas-tugas, beliau mengatakan : 
”itu tugas dari kelompok sepuluh. Jumlah 100 0rang kelomponya ya 10 orang, 
jadi yang mengelola masyarakat itu dari kelompok-kelompok tersebut dan itu 
intruksi dari saya langsung”
13
.  
Latar belakang dibentuknya Tim Sepuluh ini adalah karena kepercayaan masyarakat kepada FPR 
kala itu benar-benar terbagi. Hal itu diamini oleh Mbah Toni dengan pernyataanya sebagai 
berikut: 
“disini masyarakat sini terbagi 3 macam golongan yang 40% itu percaya diri 
adalah sendi itu milik mbah-mbah, dan 30% itu setengah-setengan antara ya dan 
tidak daan sedangkan 30% nya lagi itu kalau kita menang atau mendapatkan 
keuntungan itu ikut tapi kalau diajak bekerja atau sosial tiadk mau. Jadi saya 
menggambarkan masyarakat sendi itu terdapat 3 golongan”.  
Selain itu, Pak Sokeh menmbahkan kondisi masyarakat kala itu sehingga menjadi latar 
belakang dibentuknya Tim Spuluh didalam FPR tersebut. Pernyataan beliau sebagai berikut : 
“Ya memang ga semuanya masyarakat ya ga semuanya konsisten, jadi ada yang 
memeang ada murni berjuang, ada yang setengah setengah ada yang pihak musuh 
juga da, ga jelas gitu istilahnya abu abau, jadi penyakit masyarakat penyakit 
siosial macem macemlah. Kalo mereka dibilang konflik internal sih sering pasti 
terjadilah. Ada yang kurang puas terus sakit hati, boikot mengundurkan diri, ya 
adalah, dinamika organisaisi fpr mulai awal dari sekarang memenag pasang surut, 
kadang kadang kenceng, kadang kadang lemah.”
14
 
Oleh karena beberapa kondisi yang semakin melemahkan gerakan tersebut, maka Tim 
Sepuluh dibuat dengan beberapa tugasnya yang berfokus untuk menjaga kestabilan gerakan. 
Melalui tim sepuluh ini FPR mengawasi tiap-tiap anggota. Mengawasi dalam artian jika saja 
ada anggota FPR yang melanggar peraturan-peraturan maka akan dilaporkan ke pengurus FPR. 
Pak Sokeh mengaku bahwa pengawasan tim sepuluh ke anggotanya berada di berbagai hal, 
bahkan hingga untuk urusan pengelolaan lahan anggotanya. Selain mengawasi tim sepuluh juga 
bertugas untuk menyampaikan informasi-informasi seperti yang dikatakan Pak sokeh : 
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“Dimasing masing lingkungan ada perwakilan pengurus ditingkat rt ada beebrapa 
pengurus, yang satu orang itu mengetuai 10 org, namanya korlap sepuluh orang 
diketuai satu orang. Jadi kalau 236 kk dibagi beberapa pengurus 10 org. itu 
memebawahi kurang lebih 10 anggota itu. Setiap perkembangan yg terjadi kita 
sampaikan, pendapatan, perkembangan kasus, berita baik, berita buruk kita 
samapaikan semuanya. Termasuk mengawasi dalam berbagai hal, termasuk dalam 
mnegelola lahan Pertanian jangka panjang, tanaman buah, kan sesuai kemiringan, 
resiko rawan longsor, tanaman buha itu yang paling aman, karena pohinya ga 




Berbagai informasi terkait gerakan akan disampaikan kepada anggota melalui Tim Sepuluh 
tersebut. Termasuk kondisi ekonomi, pendapatan yang diterima FPR, pengeluaran dan lain-lain 
disampaikan ke anggota dengan maksud untuk menjaga kepercayaan anggota kepada FPR 
sebagai wadah penggerak. Selain perkembangan ekonomi, perkembangan kasus lahan juga 
disampaikan kepada anggota, baik berita buruk maupun berita baik akan tetap disampaikan 
kepada masyarakat. Tugas menyampikan informasi oleh tim sepuluh ini bertujuan untuk 
menjaga masyarakat agar terus mnegetahui perkembangan gerakan yang selanjutnya 
diharapkan terus peduli dengan gerakan. Hal ini seirama dengan yang disampaikan oleh Mbah 
Toni, beliau mengatakan :  
“Jadi pengurus-pengerus kita itu saya gerakkan, jadi tiap sebulan sekali itu ada 
edaran hasil pendapatan kita uang yang masuk dan keluar itu ada edaran yang 
kami berikan ke masyarakat”
16
 
Tugas lain juga diberikan kepada pengurus melalui Tim Sepuluh tersebut untuk selanjutnya 
mengkoordinir anggota dalam kegiatan gotong royong membangun infrastruktur publik. Mbah 
Toni dalam sesi wawancara mengatakan :  
“Ada. Misalkan masalah peembangunan, membangun masjid misalnya ya kita 
suruh pengurus atau anggota yang ikut membantu jadi setiap harinya bergantian 
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dari semua pengurus maupun anggota, terus contoh lagi ada masyarakat yang mau 
membangun rumah dan kurang mampu untuk membangun rumah ya organisasi 
berangkat, dan sedangkan untuk masalah biaya diambilkan dari keuangan kas 
desa. Kalau yang punya ya tidak”
17
.  
Pernyataan Mbah Toni menjelaskan salah satu tugas Tim Sepuluh untuk mengkoordinir 
anggotanya dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam membuat jadwal anggota untuk 
membangun infrastruktur publik.  
Dalam gerakan ini, dibutuhkan kekompakan antara anggota dan pengurus FPR termasuk 
didalamnya dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang membahasn terkait gerakan seperti 
pertemuan-pertemuan dan lain-lain. Dalam hal ini Tim Sepuluh dibutuhkan selanjutnya untuk 
mengkoordinir anggota sehingga dapat kompak dalam membahas terkait gerakan reklaiming 
ini. Salah satu usahanya seperti yang disebutkan Pak Sokeh sebagai berikut : 
 “Kita sering koordinasi ya, konsolidasi untuk embangun kepercayaan 
kemasyarakat, kita rutin mengadakan pertemuan waktu itu, setiapsatu 
minggusekali untuk pengurusm pertemuan untuk semuanya satu bulans ekali, ada 
juga pertemuan keliling ke rumah masing masing pengurus, bergantian gitu, ya 
kita adakan juga bangun gotong royong bangun rumah, yang kurang mampu gitu 
kita gotong royong, bareng bareng untuk menggarap bareng, membuat kelompok 
itu, satu kelompok 10 orang garap lahan bareng gantian, buat rumah, arisan 
gilirna gitu pernah. Kalau ada masalah pada setiap perkembanga selalu kita 
sampaikan ke masyarakat. Termasuk dari perhutani pemerintah kita 
musyawaarakan bareng kita sediakan juga tempatumum untuk kegiatan ekonomi 
masyarakat, warung, tempat wisata, jadi memenag tujuan utama perjuangan kita 
pemberdayaan ekonomi, ya otomatis masyarkat yang merasakan dampaknya....”
18
 
Tugas lain dari FPR yang diembankan kepada Tim Sepuluh dan menjadi menarik adalah 
mengawasi anggota yang dirasa memiliki rasa tidak percaya kepada gerakan. Tugas inilah yang 
selanjutnya digunakan Mbah Toni untuk memetakan anggota-anggotanya sehingga dapat beliau 
simpulkan seperti yang telah dijelaskan diatas, ada sekitar 40% masyarakat yang memiliki 
semangat gerakan dan konsisten, ada sekitar 30% yang hanya memiliki kepercayaan setengah 
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setengah dan 30% selanjutnya menjadi anggota yang ttidak percaya dengan FPR. Tetapi Mbah 
Toni menjelaskan bahwa ketidak percayaan itu bukan berarti masyarakat keluar dari FPR 
melainkan 30% masyarakat terakhir yang disebutkan tidak peduli dengan gerakan.  
Dalam hal memanajemen masyarakat yang tidak memiliki semangat gerakan, Mbah Toni 
mengaku lebih memilih untuk membiarkan, dan tidak memberikan sanksi. Hal itu dilakukan 
Mbah Toni untuk menjaga kestabilan gerakan. Seperti yang beliau jelaskan dalam sesi 
wawancara berikut :  
“sebenarnya kalau waktu rapat masyarakat atau anggota itu usul bagaimana bagi 
orang yang kurang peduli atau kurangnya kordinasi didalam FPR. Jadi saya 
memilih biarkan saja dulu misal nanti kita sudah dianggap dan disahkan baru kita 
luncurkan hukum dan sanksinya. Kalau misalkan sekarang kita tegur malah kita 
bisa berteangkar. Tapi disini saya (Pak Toni) memberi bocoran mengenai 
permasalahan tanah, 1 orang itu 1 bidang (lahan) jadi kalau sekarang ada satu 
orang ada yang lebih menegelola lahan lebih dari satu biarkan dulu nanti kalau 
kita tegur dan kita beri sanksi bisa-bisa kita bertengkar sesama. Jadi kalau kita 
sudah dikukuhkan sebagai adat baru kita luncurkan tiap orang berhak mengelola 
berapa lahan dan ukuranyan berapa kita tentukan nanti.” 
Bukan berarti Mbah Toni membiarkan semangat gerakan meredup, tetapi disitulah tugas 
Tim Sepuluh. Bagaimana akhirnya masyarakat yang memiliki semangat kurang diberi tindakan 
khusus seperti diawasi dan diajak untuk berdiskusi terkait gerakan dan kekuranganya, nantinya 
akan ditawarkan apa kemauan dari orang yang tidak bersemangat. Hal itu dilakukan untuk 
membangun kembali semangat masyarakat. 
Pengelolaan sumberdaya termsauk didalamnya adalah anggota diperlukan untuk menjaga 
kestabilan gerakan. Tidak bisa dipungkiri dalam suatu organisasi, pasang surut adalah hal yang 
lumrah, tapi bagaimana pengurus organisasi dalam mengantisipasi keadaan pasang surut dan 
memperbaikinya merupakan hal yang penting. Karena alasan itu, tim sepuluh dibuat sebagai 
bentuk praktis dalam struktur mobilisasi. Pengelolaan organisasi yang dilakukan FPR melalui 
tim sepuluh dibalut dengan proses rekonstruksi dan penguatan kepercayaan anggota kepada 
FPR dalam hal ini pembingkaian kultural masuk dimana beberapa poin indikator dari 
pembingkaian kultural ada. Agregate frame berada pada bagaimana tim sepuluh merekonstruksi 
anggotanya bahwa kita harus berjuang bersama sampai tujuan kita atas hak lahan tersebut 
tercapai. Pada poin consensus frame, tim sepuluh bertugas juga untuk membangun kepercayaan 
anggota bahwa hanya melalui FPR, tujuan kita dapat tercapai. Pada poin collective action 
frame, tim sepuluh menekankan anggota melalui diskusi mereka disetiap perkumpulan antar 
pengurus hingga pertemuan seluruh anggota bahwa FPR ini diperlukan dan kepercayaan 
masyarakat menjadi bahan bakar gerakan untuk melakukan tindakan sesegera mungkin untuk 
melawan perhutani dan mendesak pemerintah untuk segera memberikan status Masyarakat 
hukum adat sehingga mereka dapat mengambil kembali lahan de facto mereka.  
Peneliti menganalisis dari dibentuknya Tim Sepuluh dan tugasnya tersebut menjadi salah 
satu hasil temuan yang menjelaskan kombinasi dari struktur mobilisasi dan pembingkaian 
kultural. Dimana bisa kita lihat bagaimana kondisi masyarakat yang seolah semakin melemah 
karena kepercayaan masyarakat terhadap FPR mulai menurun kemudian FPR menginisiasi 
untuk dibuat Tim Sepuluh sebagai bentuk antisipatif dan memperbaiki keadaan yang bertujuan 
untuk meningkatkan kepercayaan-kepercayaan masyarakat terhadap wadah pergerakan dan 
menjaga ritme gerakan melalui pembingkaian isu-isu seperti penyampaian informasi, dan 
pentingnya gerakan agar selaras dengan perkembangan sehingga gerakan dapat terus dilakukan 
hingga mencapai tujuan bersama.  
5.1.3 Pembingkaian Kultural dan Struktur Kesempatan Politik (Model 3) 
Model ke-3 ini cenderung untuk menganalisis kombinasi dari 2 perspektif.2 perspektif 
tersebut adalah perspektif pembingkaian kultural dan perspektik struktur kesempatan politik. 
Didalam model ke-3 ini menekankan bagaimana pembingkaia-pembingkaian kultural, wacana 
identitas dan kondisi kontestasi memunculkan peluang-peluang politik.  
Pembingkaian kultural memiliki tujuan untuk memperkuat keasadaran kolektif, keputusan-
keputusan strategis sebagai bagian dari gerakan dan mempertegas serta memperkuat subjek 
kontestasi antar aktor gerakan dengan kelompok berlawanan. Sedangkan perspektif struktur 
kesempatan politik menjelaskan seberapa besar atau seberapa terbukanya kesempatan-
kesempatan politik berperan dalam menyuburkan gerakan yang dilakukan oleh Forum 
Perjuangan Rakyat (FPR) dalam perspektif ini menekankan bukan hanya sumber daya saja yang 
dibutuhkan tetapi kesempatan dan ancaman-ancaman juga sangat berperan aktif dalam 
menentukan sebuah perubahan dan mencapai kemajuan yang signifikan. Secara definitif, struktur 
peluang politik adalah suatu ekspresi yang bertujuan untuk melakukan analisa tentang keadaan 
politik yang memiliki pengaruh terhadap kemunculan, struktur, skope dan keberhasilan sebuah 
gerakan. Pada perspektif ini berfokus kepada faktor-faktor yang selanjutnya dapat 
memungkinkan warga negara biasa membentuk suatu gerakan sosial mereka sendiri yang 
bertentangan dengan masyarakat yang dominan. Struktur peluang politik lebih mudahnya 
dipahami dengan acuanya, dimana struktur peluang politik ini mengacu kepada suatu keadaan 
dimana beberapa orang atau kelompok berusaha untuk memperoleh akses kepada kekuasaan 
politik dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan mereka atau kepentingan kelompok mereka 
sendiri.  
Beberapa temuan lapangan yang menunjukan kombinasi 2 perspektif ini adalah, pertama, 
Bantuan dari lembaga eksternal gerakan. Kedua, Dibentuknya Lembaga Masyarakat Hukum 
Adat. 
 
5.1.2.1 Bantuan Dari Lembaga Eksternal Gerakan 
Sumber : Olahan Penulis, 2019 
Permasalahan diwilayah Sendi yang cukup kompleks seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya bahwa Sendi merupakan korban dari prosesk kolonialisasi Hindia Belanda, 
bagaimana akhirnya lahan milik masyarakat dipaksa untuk diberikan dengan motif tukar guling, 
yang sampai hari ini belum menerima ganti rugi dalam bentuk apapun.  Setelah itu lahan diklaim 
Pembingkaian kultural 
 
1. Agregate frame:  
merekonstruksi nilai 
kepada semua pihak 
khususnya LSM bahwa 
gerakan ini merupakan 
gerakan yang perlu 
dilakukan oleh semua 
elemen masyarakat 
2. Consensus frame: 
rekonstruksi bahwa hanya 
melalui gerakan sosial 
termasuk didalamnya  
peran dari LSM. 
3. Collective action frame: 
penuntutan hak asasi 
harus secepat mungkin 
diselesaikan temasuk 
mengembalikan hak lahan 
kepada Sendi melalui 
pengesahan status 
































yang ada  
Bagan 5. 6 
Bantuan dari Lembaga Eksternal Gerakan 
milik negara dan dikelola oleh Perhutani. Yang berdampak pada kurangnya lahan sebagai 
pondasi utama ekonomi masyarakat. 
Kebutuhan masyarakat atas lahan yang nantinya berhubungan dengan kebutuhan 
masyarakat Sendi atas akses sosial, politik dan ekonomi memaksa masyarakat untuk berjuang 
mereklaiming hak lahan pemeilikan mereka. Proses reklaiming ini melalui organisasi gerakan 
membutuhkan organisasi-organisasi lain untuk membantu, khususnya organisasi dengan legalitas 
kuat dan cukup memiliki power dalam mempengaruhi keputusan pemerintah.  
Oleh karena itu, FPR sebagai wadah gerakan masyarakat Sendi dalam proses reklaiming 
lahan mereka bekerjasama dengan berbagai organisasi-organisasi eksternal. Kebutuhan atas 
bantuan dari pihak eksternal gerakan ini diamini oleh Mbah Toni selaku ketua Forum Perjuangan 
Rakyat (FPR). Mbah Toni mengatakan  
“Ya jelas butuh mas. Akan tetapi jangan sampai masuk kedalam, misalnya untuk 




 Mbah Toni menekankan bahwa FPR memang sangat membutuhkan bantuan dari pihak 
eksternal untuk mencapai kebutuhanya tetapi dilain sisi, mbah Toni harus tetap menjaga prinsip 
terkait kelestarian alam lingkungan dan adatnya, oleh karena itu Mbah Toni membatasi pihak 
luar yang ingin ikut serta dalam gerakan. Beliau mengaku bahwa pihak luar yang ingin masuk 
harus melalui Mbah Toni dulu selaku ketua FPR untuk menjaga kepentingan-kepentingan luar 
mendominasi : 
“Ya jelas butuh mas. Akan tetapi jangan sampai masuk kedalam, misalnya untuk 
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Beberapa pihak luar yang pernah berhubungan dengan FPR adalah WALHI, LBH 
Surabaya, dan KPA. Bahkan dari pihak elite beberapa organisasi sayap partai politik juga pernah 
membantu gerakan FPR dalam salah satu momennya.  
“kalau bicara masala tokoh elite, untuk dari DPRD Kabupaten Mojokerto yang 
konsisten itu dari PDI, PKB, Nasdem dan Golkar yang masih berjalan sampai saat 
ini akan tetapi yang jadi promotornya itu tetap PDI dan PKB. “
21
. 
FPR sebagai organisasi gerakan belum memiliki kekuatan hukum lebih dan masih belum 
memiliki pengalaman yang kuat, oleh karena itu bantuan-bantuan dari LSM yang memiliki 
kekuatan dan legitimasi yang lebih kuat dibutuhkan untuk mengembangkan gerakan FPR 
sehingga dapat mencapai tujuanya. LSM dengan legitimasi yang kuat salah satunya adalah 
WALHI Jatim. Seperti yang disebutkan oleh Mas ipul :  
“Mangkanya subjek hukum in animatif maka walhi itu jadi wali lingkungan 
maksudnya dalam konteks ketika msayrakat sendi itu tidak bisa menggugat 
kondisi hutan rusak, kami bia menggugat punya legal standing sungai laut yang 
dirusak pun masyarakat tidak bisa menggugat maka organisasi lingkungan hidup 
bisa menggugat itu yang disebut hak legal standing bahasa gampangnya wali 
lingkungan”.  
WALHI Jatim merupakan organisasi swadaya yang berfokus pada isu-isu ligkungan dan 
masyarakat. Sebagai LSM yang berfokus salah satunya pada lingkungan, WALHI menjadi salah 
satu LSM yang tertarik untuk mengadvokasi masyarakat Sendi karena secara prinsip 2 subjek 
tersebut memiliki kesamaan dimana saling menjaga kelestarian alam.  
”Ya memang orang sendi ingin mengembalikan tanah ini kemudian WALHI 
membantu dengan inisiatifnya sendiri dengan masalah fisik hukumnya terus 
masalah politik jadi kita diajari terus menerus. Kalau yang mengajukan 
mengembalikan tanah itu dari masyarakat sendiri mas WALHI cuman 
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Seirama dengan Mbah Toni, Mas Ipul menceritakan bagaimana WALHI Jatim dapat bisa 
berjalan bersama dengan perjuangan Masyarakat Sendi :  
“kita kan bentuknya forum ya, jadi kita punya anggota-anggota dari lintas kota 
bisa berbentuk lembaga studi bisa peneliti bisa pencinta alam bisa ormas laa ada 
satu anggota walhi namanya Yayasan peduli Indonesia berkantor dipacet la 
merekalah yang berhubungan langsung antara pacet dan Sendi yang aksen pada 
waktu itu, karena dusun Sendinya  pada tahun 2000 sampek sekarang to, secara 
istilah kita memang mengenal sendi tapi sendi yang kita kenal itu yang tidak ada 
masyarakat, tidak ada tatanan administrasi. Sisa desa sendi dalam sejarahnya di 
profil kan nggutean ngepreh sama sendi lah sendinya sendiri sebagai pusat 
pemerintahan desanya sudah ga ada  ini berkembang dalam perjumpaan program 
pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan temen-temen peduli lingkungan 
sebagai anggota walhi. Kami dulu itu punya tatanan diatas sana. Punya wilayah 
punya kampung punya jejak ada peradaban, setelah didalami didalami kita 
menemukan salah satunya data kalau ngeprih itu menjadi salah satu inpres desa 
tertinggal tahun 98-99 namanya desa idt ciri dari idt itu penghasilan rendah 
gizinya ga bagus rumah berlantai tanah dan seterusnya akhirnya dilakukanlah 
investigasi coba kita cek, cek fisik lapangan atau memverifikasi keadaan lapangan 
mengidentifikasi apa kan pertanyaanya kita bisa membuktikan apa ya kalo dulu 
disana ada tatanan, la ketemulah punden punden tua eksislah putuk kursi sebagai 
sebuah ritus yang diyakini, lalu ketemulah makam mbah lurah singojoyo, lalu ada 
bekas pondasi dan pemukiman lalu juga ketemu analsisi vegetasi juga”
23
 
WALHI Jawa Timur sudah menemani perjuangan masyarakat Sendi sejak dari awal, 
bahkan sebelum dibentuknya FPR. Walhi juga menjadi salah satu yang mendesak segera 
dibentuknya organisasi rakyat untuk mendukung sebuah gerakan. Pembingkaian isu mulai 
berlaku kepada WALHI Jawa Timur semenjak diadakanya pertemuan antara Yayasan Peduli 
Lingkungan, WALHI Jatim dan masyarakat pada waktu itu, seperti yang disebutkan Mas Ipul 
sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menceritakan kondisi mereka termasuk 
sejarah bahwa pernah ada peradaban diatas (wilayah Sendi sekarang) yang sudah ditinggalkan. 
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Pengaduan itulah yang mengundang WALHI Jatim untuk selanjutnya membantu perjuangan 
masyarakat karena sejatinya apa yang masyarakat tuntut juga menjadi fokus isu yang dikerjakan 
oleh WALHI Jatim.  
Mas Ipul juga menjelaskan bagaimana bantuan-bantuan dari WALHI Jatim di awal proses 
pergerakan :  
“Kesadaran masyarakat mulai muncul ketika masyarakat itu tergabung 
dikelompok petani desa  itu yang kita temani dalam membangun kesadaran tahap 
pertama yang kita sebut sadar hak kalau memnag itu desa apa urusan dan kaitanya 
dengan panjenengan kalau sudah yakin kalau disana ada hak kapan hak tersebut 
bisa kembali dengan datang tiba tiba tanpa ada usaha utuk memperjuangkan kalau 
memang ini perlu untuk diperjuangkan, kita perlu syarat apa saja sampai kita bisa 
layak untuk menyebutnya ini sebagai langkah-langkah perjuangan oke mas berati 
kita butuh untuk melengkapi data data ini apsaja, wes data apasaja cerita, saksi 
hidup bukti fisik vegetasi kawasan ritus itudidata semua maka jadilah cerita 
kronologis itu. Labaru tahap kedua adalah penyiapan biar sadar hak prinsip 
memperjuangkan sesuatu itu prinsip apa prinsip bersama sama jujur istiqomah 
terbuka saling percaya maka dilakukanlah pertemuan pertemuan dalam proses 
belajar yang disebut pembelajaran organisasi rakyat bahwa kita teridentitaskan 
bahwa kita sedang satu perjuangan pengembalian hak asal usul hak perjuangan 
kita ini menamakan diri apa maka lahirlah bayi fpr di 19 mei 2000 ketika sudah 
muncul organisasi rakyat apakah cukup hanya dengan organisasi tanpa perangkat 
dan program apakh cukup hanya dengan organisasi saja bahwa kita juga butuh 
untuk membuktikan bahwa itu adalah urusan kita dan secara aturan dalam 
memperjuangkan kita ini dilindungi dengan apda saja akhirnya dilakukan belajr 
lagi tentang pendidikan hukum kritis dilakukan juga pembacaan analisis sosial 
dilakukan juga pelatihan community organizer sampek pada satu fase kita 
datangkan yang nmanya prof maria dari ugm dia menjelaskan hukum hukum 
agraria kita datangkan juga teman teman LBH, la dari situ masyarakat diberikan 
pengetahuan tentang hukum-hukum tanah membuktikan hak hak mereka sampek 
akhirnya semakin yakin maka disusunlah sebuah program program. Termasuk 
investigasi lanjutan, juga ada pembuatan pohon silsilah keluarga......”
24
 
Dalam sesi tersebut Mas Ipul menjelaskan secara gamblang terkait bantuan-bantuan yang 
diberikan oleh WALHI mulai dari membangun kesadaran masyarakat, mempersiapkan segala 
sesuatu termasuk didalamnya pembuatan organisasi FPR sebagi wadah perjuangan, membekali 
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masyarakat tentang prinsip-prinsip organisasi rakyat, pendidikan hukum kritis, pembacaan 
analisis sosial, pelatihan community organizer dll. Perlu ditekankan, bantuan WALHI Jatim 
kepada masyarakat Sendi dilakukan memang karena fokus isu WALHI sejalan dengan kondisi 
yang dirasakan oleh masyarakat Sendi. bantuan-bantuan dari pembingkaian kultural tersebutlah 
yang nantinya akan menciptakan peluang-peluang baru. Pembekalan kepada masyarakat yang 
cukup akan sangat membantu dalam pelaksanaan proses perjuangan khususnya dalam ranah 
hukum.  
Bantuan lain dari eksternal gerakan selain dari WALHI Jatim juga ada bantuan dari LBH 
Surabaya. WALHI Jatim dan LBH Surabaya sudah mengadvokasi masyarakat Sendi semenjak 
awal FPR dibentuk yaitu semenjak tahun 2000. “Iya jadi waktu itu yang mengomando WALHI 
dengan kepemimpinan bang syaifuddin dan LBH juga waktu itu(proses reklaiming awal)”
25
  
Ada juga pihak eksternal dari lembaga pendidikan yaitu dari pihak Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga yang membantu masyarakat Sendi dalam menyelesaikan sengketa lahanya 
memlalui Pendapat Hukum yang dikeluarkan. Pendapat Hukum No :001/HRLS-LO/2007 Atas 
Klaim Bukti dan Kesaksian Dalam Sengketa Tanah Antara Perum Perhutani Dengan Warga 
Sendi Pacet, Mojokerto yang dikeluarkan oleh Human Rights Law Studies Departemen Hukum 
Tata Negara Universitas Airlangga mengeluarkan pendapat hukumnya dengan beberapa isi 
menyebut bahwa Perhutani tidak patut untuk selanjutnya menggunakan bukti-bukti perjanjian 
masa penjajahan kolonialisme Belanda yang berparadigma eksploitasi hutan dan penyingkiran 
hak-hak rakyat. Pendapat Hukum juga menyebutkan bukti-bukti yang diberikan oleh Masyarakat 
Sendi lebih kuat sehingga seharusnya Desa Sendi patut untuk dikembalikan bersamaan dengan 
hak-hak atas tanahnya dan hak asasi manusia.  
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Selain itu ada juga bantuan dalam bentuk rekomendasi yang dikeluarkan oleh KOMNAS 
HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ) Indonesia pada tanggal 9 Januari 2009. Surat 
rekomendasi tersebut ditujukan pada Bupati Mojokerto. Isi surat menekankan untuk selanjutnya 
Bupati Mojokerto untuk sesegera mungkin menyelesaikan persengketaan dan segera mungkin 
mengeluarkan kejelasan hukum. 
Mayoritas masyarakat Sendi merupakan penganut agama islam. Dalam prakteknya sehari-
hari, masyarakat Sendi sampai hari ini bekerjasama dengan NU Kabupaten Mojokerto dalam 
bidang keagamaan. Mbah Toni mengatakan : 
“...juga sekarang ada tambahan dari kawan-kawan NU cabang mojokerto kita 
kerjasama dibidang keagamaannya. Jadi harapan kita nanti bisa jadi tamengnya, 
jadi anggota dari FPR saya bagi ada yang masuk di ke NU-an dengan tujuan dapat 
memperkuat jalannya sendi untuk mencapai tujuan”
26
 
Dari beberapa uraian diatas etrkait bantuan dari pihak eksternal bisa bersamaan kita lihat 
bahwa model 3 analisis gerakan sosial yang dicanangkan oleh Oman Sukmana telah berjalan, 
dimana pemgbingkaian kultural digunakan untuk selanjutnya dapat memproduksi peluang-
peluang politik. Bila kita tilik satu persatu dari pihak eksternal WALHI Jatim melakukan 
advokasi dari awal masa pembentukan dan pemrakarsaan FPR hingga hari ini masih berjalan 
dengan konsisten. Beberapa bentuk bantuan diantaranya pendampingan dan advokasi hukum 
yang bekerjasama dengan LBH adalah bentuk-bentuk pembingkaian kultural yang berdampak 
pada munculnya simpati-simpati dari anggota WALHI untuk selanjutnya memberikan bantuan-
bantuanya. Dengan pembingkaian kultural yang bermotif kelestarian alam yang dilakukan 
masyarakat Sendi dengan banyak prinsip-prinsipnya (seperti yang telah banyak dijelaskan diatas) 
menjadi salah satu alasan kenapa sampai hari ini WALHI Jatim konsisten membantu, karena 
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prinsip dan adat istiadat yang dilakukan masyarakat Sendi sangat linier dengan apa yang 
diangkat WALHI Jatim sebagai salah satu LSM yang bergerak dan berfokus pada kelestarian 
alam. Bantuan-bantuan yang dilakukan oleh WALHI Jatim akan sangat berpengaruh pada 
peluang-peluang keberhasilan gerakan, termasuk didalamnya peluang politik dalam mencapai 
status sebagai Masyarakat Hukum Adat yang sampai hari ini menjadi tujuan gerakan FPR.  
Selain itu bukti berjalanya Model 3 analisis gerakan sosial yang mengkombinasikan antara 
pembingkaian kultural dan struktur kesempatan politik adalah bentuk bantuan yang dikeluarkan 
oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam bentuk Pendapat Hukum. Didalam Pendapat 
Hukum yang dikeluarkan salah satunya berisi tentang dokumen-dokumen sejarah sebagai bukti 
masing masing pihak dalam hal ini Perum Perhutani dan Masyarakat Sendi. didalam poin 
tersebut menyebutkan sejarah-sejarah dokumen yang menjadi bukti yang secara otomatis 
memahami sejarah Desa Sendi. ditambah dengan redaksional Pendapat Hukum yang cenderung 
memihak kepada masyarakat Sendi menjadi bukti bahwa pembingkaian melalui bukti sejarah 
dan dokumen sudah berjalan dan diterima oleh pihak eksternal dalam hal ini Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga. Dari dimunculkanya Pendapat Hukum tersebut secara otomatis 
menciptakan peluang politik baru untuk masyarakat Sendi mengingat kekuatan dari Pendapat 
Hukum cukup signifikan ditambah lembaga yang mengeluarkan pendapat hukum memiliki citra 
yang cukup bagus dalam bidang akademik. 
Bantuan dari NU juga menjadi bentuk kombinasi antara pembingkaian kultural yang akan 
memproduksi peluang-peluang politik (Model 3) bagi gerakan FPR. Dengan mayoritas penduduk 
beragama islam dan dilain sisi mereka juga memiliki adat sendiri menjadi penting untuk 
menambah jaringan dalam hal keagamaan. Dalam hal mengkolaborasikan adat istiadat setempat 
dengan agama, NU merupakan salah satu organisasi yang memiliki citra spesialisasi dalam hal 
tersebut. Masyarakat Sendi melalui FPR melakukan pembingkaian makna adat tanpa harus 
menyalahi agama dalam hal ini agama islam dengan cara bekerjasama dengan NU sebagai salah 
satu organisasi keislaman terbesar. Jika kerjasama ini berhasil dan bisa menyatukan dan 
mengkolaborasikan antara adat istiadat setempat yang masyarakat Sendi anut dengan agama 
islam maka pembingkaian kultural dengan sempurna berhasil dan akan menciptakan peluang 










5.1.2.2 Dibentuknya Lembaga Masyarakat Hukum Adat 
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Dibentuknya lembaga masyarakat Hukum Adat 
 
Sumber : Olahan Penulis, 2019 
Sendi seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya bahwa Sendi memiliki 
potensi adat yang besar. Model kepercayaan, benda-benda yang menjadi kekayaan adat, 
kegiatan-kegiatan adat,dan norma-norma tidak tertulis yang sampai hari ini mereka patuhi 
memiliki keterkaitan dengan asal-usul serta terdapatnya hubungan yang kuat antara tanah dan 
lingkungan hidup menjadi bentuk bukti bahwa mereka pantas menyandang status sebagai 
masyarakat hukum adat. Mas Ipul menyebutkan dalam satu sesi wanwancara :  
“Tahun 2010 masyarakat mereknstruksi nilai, FPR sebagai satu forum perjuangan 
yang berlandaskan semangat gerakan bertransformasi tetap gerakan, tetapi merka 
bertransformasi, kalau kita baca papan struktur di paseban itukan pertahun 2010 
Pembingkaian kultural : 
1. Agregate frame:  
merekonstruksi seluruh 
masyarakat dan pihak-
pihak lain bahwa melalui 
MAH sengketa lahan 
akan dapat diselesaikan 
2. Consensus frame: 
melalui pembentukan 
MHA oleh FPR menjadi 
wadah pergerakan dan 
pelestarian adat yang 
berjalan bersama 
4. Collective action frame: status 
harus sesegera mungkin 
diberikan karena bersangkutan 
dengan Hak asasi masyarakat 
Sendi atas lahan mereka. Yang 
membedakan dengan 
kelompok gerakan lain adalah 
gerakan ini melalui status 
MHA yang berprinsip pada 
kelestarian alam 
Struktur peluang politik 
 
Dengan mengejar status 
Masyarakat Hukum Adat, 
perjuangan akan lebih mda 
ketimbang peluang-peluang 
lain yang memang melalui 
status Masyarakat Hukum 
Adatkonflik yang ebrakar pada 
perebutan lahan akan 
terselesaikan. 
yang saya sendiri diluar dugaan saya, pemerintahan ini, cerdas mereka. Tanpa 
diarahkan siapapun merasa berpikir penting punya tatanan dengan menhidupkan 
istilah-istilah struktur kepengurusan relasi-relasi sosial dimasa lampau itu mereka 
sendiri. La itu di 2010,  diluar dugaan saya”
27
.  
Dalam fenomena yang dijelaskan Mas Ipul, masyarakat menunjukkan bahwa Sendi sangat 
membutuhkan tatanan pemerintahan sendiri, dengan mengadopsi istilah-istilah masa lampau, 
untuk selanjutnya mendukung gerakan dan menciptakan peluang-peluang yang mendukung 
sehingga tujuan dapat terwujud.  
Ada beberapa dinamika dalam pembentukan tatanan pemerintahan di Sendi. pada mulanya 
memang semapat ada peluang di tahun 2017 untuk Sendi ditransformasikan menjadi Desa Adat 
namun seiring dinamika berjalan, langkah untuk menjadi Desa adat ternyata tidak serta merta 
akan menyelesaikan maslah yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh Mas Ipul :  
“Ternyata istilah masyarakat hukum adat bukan ciptaan lsm dan bukan ciptaan 
rekaan tapi ini sebuah pergulatan perdebatan era kemerdekaan bahkan jauh 
sebelumnya jadi itu udah ada di UUD pasal 18 b ayat 2. Kita lebih kuat memilih 
diksi desa adat atau masyarakat hukum adat mengapa mengemuka diskusi ini, 
karena di tahun 2017 ada peluang itikad pemerintah kabupaten  mojokerto 
mngeluarkan perbub nomer 47 tahun 2017, yang isinya desa adat persiapan la 
begitu kita cek konsideran dan narasi narasi perbup desa adat persiapan itu ga 
sangat kuat wong UU aja ga dia kutip kalau kita memilih waktu itu mengacu pada 
perbub saja itu ga menyelesaikan konflik secara menyeluruh, kita punya desa tapi 
tanah dan konflik kawasanya belum tentu include akhirnya kita dorong 
masyarakat hukum adat dan ini sebenarnya teori yang mengikuti praktik 
masyarakat yang saya ikuti dari perkembangan FPR dengan jejak perjuanganya 
per-2010 muncul struktur tadi didalami dengan penggalian data-data norma 
falsafah tata cara hidup”
28
.  
Oleh karenanya, masyarakat Sendi lebih memilih untuk memperjuangkan status mereka 
untuk menjadi Masyarakat Hukum Adat sebagai langkah perjuangan mereka selanjutnya dalam 
menuntut hak mereka atas lahan. 
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Ada 2 lembaga didalam komunitas Sendi ini yaitu FPR (forum Perjuangan Rakyat) dan 
lembaga Masyarakat Hukum Adat Sendi. 2 lembaga ini disebutkan tidak saling tumpang tindih 
dalam menjalankan tupoksinya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Sokeh sebagai berikut : 
“La masyarakat hukum adat sebagai tatanan masyarakat baik itu semua kearifan 
lokal yang mengatur hubungan antara manusia alam dan lingkungan dalam 
praktek seharinya ini dalam komunitas adat itu untuk melestarikan budaya. 
Karena kita deklarasi masyarakat adat itu ya mulai tahun 2017 itu. Sebelumnya 
itu kita gak merasa masyarakat adat tapi setelah pemerintah mengeluarkan Perbup 
kalau Sendi mau dijadikan desa adat, baru kita cuci otak ini yoopo carane dadi 
masyarakat adat iki. Untungya ada pendampingan dari WALHI itu, akhirnya yang 
kita pahami yang sudah kita lakukan ya memenag kegiatan masyarakat adat ya 
seperti itu kearifan lokal, ya sudah kita praktekan setiap hari tanpa sadar oleh 
masyarakat. Kita sudah melakukan kegiatan kearifan lokal yang kita lakukan jauh 
sebelum deklarasi.” 
Dari pernyataan Pak Sokeh, muncul pertanyaan apakah baik adat itu baru dibentuk dan 
menuntut status, padahal adat istiadat dan status msyarkat hukum adat harus sudah dilakukan 
semenjak dahulu ?. pertanyaan ini dapat dijawab melalaui Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Didalam peraturan 
tersebut menyebutkan lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang senagja dibentuk 
maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam 
suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan 
didalam hukum adat tersebut serta berhak, dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan 
menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat 
istiadat dan hukum adat yang berlaku. Oleh karena itu, walaupun Sendi baru mendeklarasikan 
sekitaran tahun 2017 sebagai Masyarakat Hukum Adat Sendi tidak menjadi penghalang mereka, 
karena dalam peraturan diatas menyebutkan disengaja ataupun tidak, secara legalitas hukum baru 
deklarasi bukan menjadi masalah. Ditambah bahwa masyarakat Sendi sudah melakukan banyak 
bentuk kegiatan adat dari dahulu. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu tanpa sadar bahwa 
apa yang mereka lakukan itu disebut adat istiadat dan bisa menjadi modal untuk status sebagai 
masyarakat hukum adat.  
Ada banyak kegiatan kegiatan adat yang sampai hari ini, masih mereka lestarikan 
diantaranya ada “Ruwah Deso”, yang dilakukan setiap bulan Ruwah yang berisi kegiatan 
slametan bersama. Seluruh masyarakat berkumpul sambil membawa asahan  Sebelumnya para 
sesepuh warga melakukan ritual khusus yaitu memberikan sesajen di Punden dan sumber air 
minum. Kegiatan tersebut diakhiri dengan hiburan kesenian tradisional wayang kulit yang 
dilakukan semalam suntuk. 
Selain kegiatan itu, ada juga kegiatan Telasan, kegiatan Suro, Bari’an, Ngideri Kampung, 
Ngangsu Banyu Waras dan Kirim Dungo. Semua kegiatan-kegiatan itu sudah mereka lakukan 
sebelum deklarasi sebagai Masyarakat Hukum Adat bahkan mereka telah melakukan kegiatan-
kegiatan tersebut sedari dahulu dengan tanpa sadar. Yang menjadi peluang pada tahun 2017 lalu 
adalah ketika dikeluarkanya PERBUP yang berisi Sendi akan dibentuk sebagai Desa Adat, baru 
mereka memutar otak, salah satunya adalah menyadari akan potensi adatnya yang selanjutnya 
mereka manfaatkan untuk memperkuat status sebagai Masyarakat Hukum Adat.  
Didalam Sub Bab ini, bisa kita lihat bahwa ada unsur unsur kombinasi antara perspektik 
pembingkaian kultural dan perspektik struktur kesempatan politik. Dalam model ketiga yang 
memang cenderung menjelaskan kombinasi bagaimana pembingkaian-pembingkaian dilakukan 
untuk selanjutnya dapat memproduksi peluang-peluang politik menjadi poin penting dalam sub-
bab ini.  
Masyarakat Sendi memanfaatkan dan melakukan proses pembingkaian kultural dalam 
memaknai adat istiadat mereka mulai banyak memperkenalkan adat istiadat mereka yang 
memegang prinsip kelestarian alam dan selanjutnya menjadi kearifan lokal yang mereka 
lestarikan dan secara konsisten melaksanakan. Hal itu menjadi bentu-bentuk pembingkaian 
dimana nantinya menjadi peluang-peluang dalam melegalitaskan lembaga masyarakat Hukum 
Adat yang berhak atas tanah ulayatnya mengingat tujuan utama darai gerakan FPR Sendi adalah 
pengelolaan lahan yang menjadi hak mereka seperti yang telah disebutkan Mbah Toni “iya jadi 
tujuannya hak ulayat dan otonomi khusus”
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Hal itu diaminkan oleh Mas ipul melalui argumenya : 
“Kalau sbjeknya sudah dikuatkan, kita tinggal merebut objeknya, subjeknya harus 
diakui dulu memang panjang MHA itu tapi lebih kuat. Karena secra sejarahnya 
gak aa eksistensi mha tanpa kawasan dan ga ada ceritanya begitu dilegalkan dia 
ga punya tata nilai terhadap cara merawat cara menghormati”
30
.  
Dari argumentasi itu. Pembingkaian kultural disebutkan ketika masyarakat sendi 
emmperjuangkan status mereka sebagai Masyarakat Hukum Adat, yang sejatinya memang adat 
tradisisudah melekat pada keseharian masyarakat tanpa mereka sadari, dan potensi tersebut harus 
dikuatkan untuk menjadi subjek. Selanjutnya ketika subjek sudah kuat (status sudah di legalkan) 
maka objek akan secara otomatis mereka dapatkan dalam hal ini lahan mereka seperti yang 
dikatakan oleh mas ipul bahwa tidak ada dalam sejarah, MHA tidak terikat dengan kawasan, 
setiap Masyarakat Hukum Adat selalu memiliki dan berhubungan dengan kawasan yang mereka 
tempati.  
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